
 

 

 

WALI KOTA PANGKALPINANG 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PERATURAN WALI KOTA PANGKALPINANG 

NOMOR 4 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA PANGKALPINANG 

NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA PANGKALPINANG, 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap 

Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 70 Tahun 2020 

tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota 

Pangkalpinang dan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, 

efektivitas, dan akuntabilitas maka dipandang perlu untuk 

diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Wali Kota 

Pangkalpinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perjalanan 

Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang; 

 

Mengingat :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang  Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-

Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara  



 

 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan 

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam 

Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1821); 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6897); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah  



 

 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang  

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 

2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57] 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan 

Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 112]; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 /PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, 

Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34); 

15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2023 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang 

Tahun 2023 Nomor 44); 

16. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 70 Tahun 2020 

tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota  



 

 

Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 

2020 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan 

terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 

60 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Wali Kota Pangkalpinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang 

Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota 

Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 

2023 Nomor 195); 

17. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 65 Tahun 2023 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota 

Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 200); 

 

 

                       MEMUTUSKAN: 

 

  Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 

ATAS PERATURAN WALI KOTA PANGKALPINANG NOMOR 70 

TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG.  

 
 
               Pasal I 

 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pangkalpinang 

Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan 

Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota 

Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 70) yang telah beberapa kali 

diubah dengan Peraturan Wali Kota:  

a. Nomor 8 Tahun  2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali 

Kota Pangkalpinang Nomor 70 Tahun 2020 tentang 

Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota 

Pangkalpinang ( Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 

2021 Nomor 8); 

b. Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 70 Tahun 2020 

tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota 

Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 

2023 Nomor 160); 



 

 

c. Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 70 Tahun 2020 

tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota 

(Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 195); 

diubah sebagaimana berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah sehingga, berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 22 

 
(1)  Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan, dan Anggota 

DPRD, Pejabat/Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan 

Kota Pangkalpinang, Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak 

PKK Kota, Ketua Dharma Wanita Kota  dapat melakukan 

perjalanan dinas ke luar negeri 

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjalanan 

Dinas Luar Negeri akan diatur dalam Peraturan Wali Kota 

tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri. 

 

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah sehingga, berbunyi 

sebagai berikut:  

 
                         Pasal 25 

 

(1)  Dalam hal pelaksana perjalanan dinas memerlukan 

penerbangan transit/lanjutan dalam satu kode reservasi, 

dan tidak dapat ditempuh pada hari yang sama, maka 

dapat menginap pada wilayah sekitar bandara transit. 

(2)  Bagi Istri/suami Wali Kota, Istri/suami Wakil Wali Kota, 

Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota, Ketua 

Dharma Wanita Kota yang melaksanakan perjalanan 

dinas dalam negeri yang mendampingi atau turut serta 

menghadiri undangan besaran perjalanan dinasnya 

disetarakan dengan Eselon IIB. 

(3)  Perjalanan dinas luar daerah bagi bukan yang termasuk 

pada ayat (2) besaran perjalanan dinasnya disesuaikan 

dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur 

dalam Keputusan Wali Kota tentang Standar Biaya 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri. 

 



 

 

                                           Pasal II 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang. 

 

Ditetapkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 20 Maret 2024        
 

Pj. WALI KOTA PANGKALPINANG, 
 

                       dto 

 

LUSJE ANNEKE TABALUJAN 

 

 

Diundangkan di Pangkalpinang 
pada tanggal 20 Maret 2024  
 
SEKRETARIS DAERAH 
KOTA  PANGKALPINANG, 
 
 
dto 
 
 

MIE GO 

 

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024 NOMOR 210      


